BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan
Penanggulangan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi di

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan tanggung jawab Polda DIY

khususnya Unit B/Subdit 111/Tipidter/Dit Reskrimsus. Berbagai upaya telah

dilakukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana yang berbasis
teknologi informasi di wilayah hukum Kepolisian Daerah DIY. Unit B/Subdit

[1I/Tipidter Kepolisian DIY sangat diharapkan dapat meminimalisir bahkan

memberantas tindak pidana di bidang teknologi informasi. Berdasarkan hasil

pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis dapat memberikan
kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebelum Unit B/Subdit Il1/Tipidter terbentuk, penanggulangan tindak
pidana yang berbasis teknologi informas ditangani oleh Unit Jatanras/
Reskrimum Polda DIY. Upaya yang dilakukan Jatanras dalam
penanggulangan kejahatan teknologi informasi adalah mengoptimalkan
kemampuan yang dimiliki dan melakukan kerjasama dengan berbagai
pihak seperti MABES POLRI dan orang-orang yang ahli di bidang
teknologi informasi. Hambatan yang dihadapi Unit Jatanras adalah tidak
ada personil yang mengerti tentang penanganan baik lidik maupun sidik
kejahatan di bidang teknologi informai, terbatasnya dana dan kurangnya

sarana dan prasarana. Melihat kinerja Unit Jatanras yang tidak progresif
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maka dibentuk Unit Cyber di Polda DIY. Unit cyber juga tidak berhasil
dalam melakukan fungsinya sehingga unit tersebut dibubarkan.

2. Penanggulangan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi setelah
Unit B/Subdit [1I/Tipidter terbentuk di Polda DIY mengaami
peningkatan, seperti peningkatan kemampuan personil. Upaya-upaya yang
dilakukan Unit B/Subdit [11/Tipidter meliputi upaya preventif dan upaya
represif. Dalam penaggulangan tindak pidana yang berbasis teknologi Unit
B/Subdit I11/Tipidter lebih mengedepankan upaya preventif. Hal tersebut
sesuai dengan asas preventif yang menjadi salah satu spirit Undang-
Undang No. 2 Tahun 2002 tentang K epolisian Negara Republik Indonesia.
Hambatan yang ditemui di dalam unit ini dipengaruhi dua faktor, yaitu
faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan dari faktor internal yaitu
kurangnya jumlah personil yang ahli di bidang teknologi informasi, dana,
dan banyak jenis tindak pidana tertentu yang harus ditangani. Hambatan
dari faktor eksternal yaitu kurang terbukanya penyedia layanan internet
dalam memberikan informasi. Mengoptimalkan personil yang ahli di
bidang teknologi informasi, menggjukan dana untuk penambahan
peraatan, mengikut sertakan beberapa personil untuk melakukan pelatihan

khusus adal ah upaya yang dilakukan Unit B untuk mengatasi hambatan.

. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan

adalah :
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. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana guna meningkatkan kinerja
Unit B/Subdit 111/Tipidter dalam penanggulangan tindak pidana teknologi
informasi.

. Melakukan penambahan personel yang memiliki kemampuan khusus
dalam bidang teknologi informasi dan profesiona dalam menjalankan
tugas.

. Dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia dengan memberi pelatihan-
pelatihan di bidang teknologi informasi kepada personel yang ada.

. PoldaDIY diharapkan membentuk satu unit khusus yang hanya menangani
satu bidang kejahatan sgja, seperti tindak pidana di bidang teknologi
informasi.

. Melaksanakan razia/loperasi warnet secara berkelanjutan dan terprogram
serta mengadakan seminar/penyuluhan kepada masyarakat tentang cara

menghindari teradinya kejahatan teknologi informasi.
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Tabel 1:

KAPOLDA

WAKAPOLDA

ITWASDA

| ROOPS || RO RENA || RO SDM || ROSARPRAS|

| BID PROPAM || BID HUMAS || BID KUM || BID TI POLRI

| SETUM || YANMA|

| DIT INTELKAM ||D|T RESKRIMUM| |D|T RESKRIMSUS| |DIT RESNARKOBA| | SAT BRIMOB |

| DIT BINMAS || DIT SABHARA | | DIT LANTAS || DIT PAMOBVIT || DITPOLAIR|

DIT TAHTI
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Tabel 2:

DITRESKRIMSUS

BAG WASSIDIK BAG BINOPSNAL

UNIT (3) |SUBBAG MINOPSNAL |SUBBAGANEV| SUBBAG RENMIN

| | | |
|URREN||URMIN||URKEU|| URTU |

| SUBSI BANSIDIK | | SUBSI BINPUAN |

i g e
| SUBDIT | / EKONOMI | | SUBDIT 11 /INPRODAG SUBDIT I/ TIPMITER | SUBDIT IV / KORUPSI |
UNITA/ UNITB/ UNITA/ UNITB/ UNITA/ UNITB/ UNITA/ UNIT B/NON
PERBANKAN FISMONDEP HAKI PERDAGANGAN SUMDAGLING ITE DEPARTEMEN DEPARTEMEN

/Selain kejahatan ITE, Unit B bertugas untuk\
melakukan lidik dan sidik terhadap kejahatan
di bidang :

Migas
Kesehatan
K etenagakerjaan

k- Traficking /
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